
GUBERNUR SUMATERA SELATAN 
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR 11 TAHUN 2022 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR $OMOR 32 TAHUN 2019 

TENTANO RENCANA STRATEOIS PERAiNGKAT DAERAH 
TAHUN 2019-2023 I 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
OUBERNUR SUMATERA SE ATAN, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 
Tahun 2019, telah ditetapkan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah Tahun 2019-2023; 

b. bahwa sehubungan adanyf perubahan/penyesuaian 
beberapa program pembjngunan di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi SumatFra Selatan, maka perlu 
dilakukan Perubahan ter

�
adap Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 201 -2023; 

c. bahwa untuk melaksanakan etentuan Pasal 273 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 2J Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Re�cana Strategis Perangkat 
Daerah ditetapkan dengan 

I
Peraturan Kepala Daerah 

set�lah Rencana Pemban�nan Jangka Menengah 
Daerah ditetapkan; 

d. bahwa berdasarkan ketentu n Pasal 123 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Ne eri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Peren aan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Dae ah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang �encana 
Pembangunan Jangka Panjahg Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Me�engah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Perbangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pemban nan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan 
Perencanaan Pembangun Daerah menyampaikan 
Rancangan Akhir Renstra P rangkat Daerah yang telah 
diverifikasi untuk ditetapk 
Daerah; 

dengan Peraturan Kepala 



Mengingat 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, hf uf c, dan huruf d, perlu 
menetapkan Peraturan Guberljlur tentang Perubahan atas 
Peraturan Gubemur Nomor I 32 Tahun 2019 tentang 
Rencana Strategis Perangkat rerah Tahun 2019-2023; 

l. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Un ang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tin1at I Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik l1donesia Tahun 1959 Nomor 
70, Tambahan Lembaran t-f egara Republik Indonesia 
Nomor 1814); I 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, T bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-UndFg Nomor 2 Tahun 2020 
ten tang Kebijakan Keuangan f egara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penangant'. Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-1 dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional / a tau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
(r lmbaran Negara Perbendaharaan Negara ...., Republik 

Indonesia Tahun 2004 No
�

or 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah dengan Und g-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keubgan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk P nanganan Pandemi Corona 

Virus �ease 2019 (Covid-1 dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman 
Perekonornian Nasional 

yang Membahayakan 
/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Neg
1 

Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 134, Tambah Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noroor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan

]
Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 11donesia Nomor 4421); 

� 
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6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Le
1

baran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomo� 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia omor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerint 

Daerah (Lembaran Negara 
2022 Nomor 4, Tambahan 
Indonesia Nomor 6757); 

Pusat dan Pemerintahan 

epublik Indonesia Tahun 
mbaran Negara Republik 

7. Peraturtn Pemerintah Nomo, 18 Tahun 2016 tentang 
Perang�at Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun f016 Nomor 114, T bahan Lembaran Negara 
Nomor �888) sebagaimana tel diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahu 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah No or 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 64i2); 

8. Peraturan Pemerintah Nomo
1 

12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Penglasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomot 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noror 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomo
1 

17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencraan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lefllbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomo1105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noror 6056); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (rmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nom

f 

2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia No or 6178); 

11. Peraturan Pemerintah Nomo 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Werenang Gubernur sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat ( mbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomo 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia No or 6224); 



12. Peraturan Pome,intah N�:1,2 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Da1 rah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 21 19 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik In onesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomo 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Peny Ienggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara �epublik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan mbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran N gara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan J gka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10); 

16. Peraturan Menteri Dalam Ne eri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prod+ Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah fengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tah n 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dal Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Ind nesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

17. Peraturan Menteri Dalam Ne eri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perenc aan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Da ah, Tata cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan 01erah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjrg Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menen�ah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembdngu nan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana PembanJunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja IPemerintah Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Trurun 2017 Nomor 1312); 

18. Peraturan Menteri Dalam NeTeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang tentang Sistem Info asi Pemerintahan Daerah 
(Serita Negara Republik Ind nesia Tahun 2019 Nomor 
1114); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Ne�eri Nomor 90 Tahun 2019 
• ! 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dJ.n Keuangan Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia T4un 2019 Nomor 1447); 

20. Peraturan Menteri Dalam Ne$eri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan PelaksanF Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentng Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahf1 Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 20�0 Nomor 288); 

21. Peraturan Daerah Nomor � 7 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangr Panjang Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2095-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tatjun 2007 Nomor 17); 

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian tan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan D erah Provinsi Sumatera 

Selatan (Lembaran Daerah ovinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2009 Nomor 5 Seri E); 

23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2016 Nomor 1 ) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah No or 3 Tabun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan D, rah Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan 1usunan Perangkat Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan �Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 202 Nomor 3); 

24. Peraturan Daerah Nomor 1 T hun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka M nengah Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 13 Tahun 2021 ten g Perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 1 

Pembangunan Jangka 

Sumatera Selatan Tahun 

2019 tentang Rencana 

engah 

9 -2023 

Daerah Provinsi 

(Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Ta un 2021 Nomor 13); 
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25. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2019 tentang 

Rencana Strategi.s Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 

(Berita Daerah Provinsi Sumrtera Selatan Tahun 2019 

Nomor 32); 

MEMUTU�KAN: 
PERATURAN GUBERNUR TENf ANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMO1' 32 TAHUN 2019 TENTANG 
RENCANA STRATEGlS PERANGIMT DAERAH TAHUN 2019-
2023. 

Pasa1; 
Beberapa ketentuan dalam P

J
r · uran Gubernur Nomor 32 

Tahun 2019 ten tang Rencana . trategis Perangkat Daerah 
Tahun 2019-2023 (Berita Dae Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2019 Nomor 32), diubah bagai berikut: 

l .  Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) 

ayat yaitu ayat (la), sehingg Pasal 2 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 

(1) Renstra Perangkat olerah Tahun 2019-2023 
merupakan penjabaran I ari RPJMD Tahun 2019-

2023. 

(la) Dalam hal perlu dil penyesuaian, Renstra 
Perangkat Daerah Tahu 2019-2023 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) apat dilakukan Perubahan, 

yang merupakan penjab an dari Perubahan RPJMD 
Tahun 2019-2023. 

(2) Maksud Peraturan Gubernur ini untuk pedoman 

Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah. 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Renstra Perangkat D erah Tahun 2019-2023 

sebagaimana dimaksud falam Pasal 2, terdiri atas 

Renstra Perangkat Daer di lingkungan Pemerintah 

Provinsi sebagai berikut: 



a. 

b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

g. 

h. 
i. 
J­
k. 
1. 
m. 
n. 

0. 

p. 
q .  
r. 
s. 
t. 

u. 
v. 
w. 
X. 

y. 
z. 

aa. 

bb. 

cc. 
dd. 
ee. 
ff. 
gg. 
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Sekretariat Daerah; 
Inspektorat Daerah; 
Badan Perencanaan embangunan Daerah; 
Badan Pengelola Keu gan dan Aset Daerah; 
Badan Pendapatan Df¼erah; 
Badan Kepegawaian �aerah; 
Badan Pengembango/1 Sumber Daya Manusia 
Daerah; 

I Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 
Badan Kesatuan Ban sa dan Politik; 
Badan Penanggulang

r 
Bencana Daerah; 

Badan Penghubung; 
Dinas Pendidikan; 

' 
' Dinas Kesehatan; 

Dinas Pekerjaan U Bina Marga dan Tata 
Ruang; 
Dinas Pengelolaan S 
Dinas Perumahan d Kawasan Permukiman; 
Satuan Polisi Pamong Praja; 
Dinas Sosial; I 
Dinas Tenaga Kerja dF Transmigrasi; 
Dinas Pemberda

l

n Perempuan 
Perlindungan Anak; 
Dinas Ketahanan P gan dan Petemakan; 
Dinas Lingkungan Hirup dan Pertanahan; 
Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil; 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

Dinas Komunikasi d lnformatika; 

dan 

Dinas Koperasi, Usa a Kecil dan Menengah; 
Dinas Penanaman M

r
dal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; 
Dinas Pemuda dan � ahraga; 
Dinas Kebudayaan d Pariwisata; 
Dinas Perpustakaan; 
Dinas Kearsipan; 
Dinas Kelautan dan 

hh. Dinas Pertanian, Pangan dan 
Hortikultura; 

ii. Dinas Perkebunan; 
jj. Dinas Kehutanan; 
kk. Dinas Energi dan Su ber Daya Mineral; 
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Diundangkan eliPalembang
pada tanggal • JUJli 2022

Pj. SEKRETARJSDAERAH

~ PROVINSISUMATERASELATANI'

f. ~ /
S.A.SUPRI~

Ditetapkan eliPalembang,
pada tanggal • J .. .1 2022

GOBE;RJI(CfRSCfMAT~RA SE

fr I

orang mengetjiliuinya. memerintahkan
Peraturan GUbemur ini dengan

I
dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Agar setiap
pengundangan

penempatannya
Selatan.

Pasal D
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal

eliundangkan.

(2) Renstra Perangkat D erah Tabun 2019-2023

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubemur ini.

11. Dinas Perdagangan;
mm. Dinas Perindustrian;
nn. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

dan
00. RS. Dr. Emaleli Bahar.

 

 
Dto. 

 
 

 
 

 
 

 
Dto. 

 
 

 
 


